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TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
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NO | URAIAN HAL
1 | Batang Tubuh Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 1-5
2 | lampiranI | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendpatan, Belanja dan 1-25

Pembiayaan

3 | Lampiran IT Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis

Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

1.01.0.00.0.00.01 DINAS PENDIDIKAN 1-37
1.02.0.00.0.00.01 DINAS KESEHATAN 1-35
1.02.0.00.0.00.01.0001 | RSUD SUNGAI RUMBAI 1-4
1.02.0.00.0.00.01.0002 | pysKESMAS SUNGAI RUMBAI 13
1.02.0.00.0.00.01.0003 | PUSKESMAS KOTO BESAR 1-4
1.02.0.00.0.00.01.0004 | PUSKESMAS SUNGAI LIMAU 1-4
1.02.0.00.0.00.01.0005 | PUSKESMAS KOTO BARU 1-4
1.02.0.00.0.00.01.0006 | PUSKESMAS TIUMANG 1-3
1.02.0.00.0.00.01.0007 | PUSKESMAS PADANG LAWEH 13
1.02.0.00.0.00.01.0008 | PUSKESMAS SITIUNG I 1-3
1.02.0.00.0.00.01.0009 | PUSKESMAS TIMPEH 1-3
1.02.0.00.0.00.01.00010 | PUSKESMAS GUNUNG MEDAN 1-3
1.02.0.00.0.00.01.00011 | PUSKESMAS SITIUNG II 1:3
1.02.0.00.0.00.01.00012 | PUSKESMAS BERINGIN SAKTI 13
1.02.0.00.0.00.01.00013 | PUSKESMAS SILAGO 1-3

1.02.0.00.0.00.01.00014

PUSKESMAS SUNGAI DAREH

1-3




1.02.0.00.0.00.01.00015 = PUSKESMAS SIALANG 1<3
1.02.0.00.0.00.01.00018 | RSUD SUNGAI DAREH 1=5
1.03.0.00.0.00.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1-22
1.04.2.10.0.00.01 ' DINAS PERUMAHAN,KAWASAN PERMUKIMAN, DAN PERTANAHAN 1-16
1.05.0.00.0.00.01 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1-11
1.05.0.00.0.00.02 . BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1-12
1.06.2.08.2.14.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN 1-27
KELUARGA BERENCANA
2.09.3.25.0.00.01 . DINAS PANGAN DAN PERIKANAN 1-14
2.11.0.00.0.00.01 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1-15

2.12.0.00.0.00.01 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1-8
2.13.0.00.0.00.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1-15
2.15.0.00.0.00.01 DINAS PERHUBUNGAN 1-12
2.16.2.20.2.21.01 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1=12
21733033101 DINAS KOPERASI,USAHA KECIL,MENENGAH,DAN PERDAGANGAN 1-16
2.18.0.00.0.00.01 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1-14
2.22.3.26.2.19.01 __DINAS KEBUDAYAAN,PERIWISATA,PEMUDA,DAN OLAH RAGA 1-25
2.23.2.24.0.00.01 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN 1-12
2.27.0.00.0.00.01 DINAS PERTANIAN 1-19
3.32.2.07.0.00.01 _ DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA J-11
4.01.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DAERAH 1-31
4.02.0.00.0.00.01 SEKRETARIAT DPRD 1-16
5.01.5.05.0.00.01 BADAN PERENCANAAN,PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 1-14
5.02.0.00.0.00.01 BADAN KEUANGAN DAERAH 1-21
5.03.5.04.0.00.01 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1-15
6.01.0.00.0.00.01 INSPEKTORAT KABUPATEN 1-15
7.01.0.00.0.00.01 KECAMATAN PULAU PUNJUNG 1-11
7.01.0.00.0.00.02 KECAMATAN SITIUNG 1-11
7.01.0.00.0.00.03 KECAMATAN KOTO BARU 211




7.01.0.00.0.00.04 KECAMATAN SUNGAI RUMBAI 1-10
7.01.0.00.0.00.05 KECAMATAN SEMBILAN KOTO 1-8
7.01.0.00.0.00.06 KECAMATAN TIMPEH 1-9
7.01.0.00.0.00.07 KECAMATAN KOTO SALAK 1-9
7.01.0.00.0.00.08 KECAMATAN ASAM JUJUHAN 1-9
7.01.0.00.0.00.09 KECAMATAN KOTO BESAR 1-10
7.01.0.00.0.00.10 KECAMATAN PADANG LAWEH 1-10
7.01.0.00.0.00.11 KECAMATAN TIUMANG 1-10
8.01.0.00.1.00.01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1-13

Lampiran III Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah; 1-16

Lampiram IV | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima serta SKPD Pemberi 1
Bantuan Saosial;

Lampiran V Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima serta SKPD 1-6
Pemberi Bantuan Keuangan;

Lampiran VI | Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah | 1-3

Kabupaten




BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYATAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Penjabaran PerubahanAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya,
Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang CiptaKerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat

dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 926);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 96);

Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten
Dharmasraya Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya
Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

g0 e

o

Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.

Bupati adalah Bupati Dharmasraya.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah
kabupaten.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah

yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan

kewajiban daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan Kkegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

8. Satuan kerja Pengelola Keuangan daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan APBD.

9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan
Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan
Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang beisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.

12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 933.924.423.063,00 bertambah sejumlah
34.235.585.777,00 sehingga menjadi Rp. 968.160.008.840,00 dengan rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan daerah

1. Semula Rp. 874.930.212.063,00

2. Bertambah Rp. 23.022.810.795,00
Jumlah pendapatan daerah setelah Rp. 897.953.022.858,00
‘ubahan

2 Belanja daerah

1. Semula Rp. 033.924.423.063,00
2. Bertambah Rp. 34.235.585.777,00
Jumlah belanja daerah setelah Rp. 968.160.008.840,00

perubahan



3 Pembiayaan daerah

1.

Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 58.994.211.000,00

2) Bertambah Rp. 11.212.774.982,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 70.206.985.982,00
Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 0,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 0,00
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 70.206.985.982,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

1,

Lampiran I

Lampiran Il

Lampiran III
Lampiran IV
Lampiran V

Lampiran VI

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis ,
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan,;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang
Diterima serta SKPD Pemberi Hibah;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang
Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial,

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat
Umum Yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan,;

Daftar Nama Calon Penerima, Alamat dan Besaran Perubahan Alokasi Belanja Bagi Hasil
Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten;



Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya

Ditetapkan di Pulau Punjung
Zeshed ol ktober 2022

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 Oktober 2022
SEKRE ARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR : 25



LAMPIRAN I

RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG
DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK ,JENIS, OBJEK,

DAN RINCIAN OBJEK,PENDAPATAN, BELANJA DAN
PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2022



11/15/22, 4:26 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 25 Tahun 2022
Tanggal : 26 Oktober 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
ioin — Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %

4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 92.537.611.707 100.415.369.674 7.877.757.967 9%
4.1.01 Pajak Daerah 26.381.633.896 22.776.715.953 (3.604.917.943)| 14 %
4.1.01.06 Pajak Hotel 100.000.000 180.000.000 80.000.000( 80%
4.1.01.06.01 Pajak Hotel 100.000.000 180.000.000 80.000.000 80 %
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hote| 100.000.000 180.000.000 80.000.000 80 %
4.1.01.07 Pajak Restoran 1.100.000.000 1.425.000.000 325.000000| 30%
4.1.01.07.01 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.100.000.000 1.425.000.000 325.000.000| 30%
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya 1.100.000.000 1.425.000.000 325.000000| 30%
4.1.01.08 Pajak Hiburan 0 3.000.000 3.000.000( 100%
4,1,01.08.06 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 0 3.000.000 3.000.000( 100 %
4.1.01.08.06.0001 Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap 0 3.000.000 3.000000( 100 %
4.1.01.09 Pajak Reklame 225,000.000 235.000.000 10.000.000 4%
4,1.01.09.01 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron 225.000.000 235.000.000 10.000.000 4%
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billooard/Videotron/ Megatron 225.000.000 235.000.000 10.000.000 4%
4.1.01.10 Pajak Penerangan Jalan 11.000.000.000 12.973.500.000 1.973.500000| 18%
4.1.01.10.01 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 0 473.500.000 473.500000| 100 %
4.1.01.10.01.0001 Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri 0 473.500.000 473.500.000| 100 %
4.1.01,10.02 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 11.000.000.000 12.500.000.000 1.500.000.000| 14 %
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain 11.000.000.000 12.500.000.000 1.500.000.000| 14%
41.01.1 Pajak Parkir 0 6.000.000 6.000.000| 100 %
4.1.01.11.01 Pajak Parkir 0 6.000.000 6.000.000| 100 %
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir 0 6.000.000 6.000.000| 100%
41.01.12 Pajak Air Tanah 10.000.000 15.000.000 5.000000| 50%
4.1.01.12.0 Pajak Air Tanah 10.000.000 15.000.000 5.000.000 50 %
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah 10.000.000 15.000.000 5.000000( 50%
4.1.01.13 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000 10.000.000 0 0%
4.1.01.13.01 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000 10.000.000 0 0%
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet 10.000.000 10.000.000 0 0%
41.01.14 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 220.000.000 425.000.000 205.000.000| 93%

https://dharmasrayakab.sipd.kemendagri.go.id/daeran/main?sNJ1Fn9ea3ivOi36RATZCYeFwQqoBJF YEX80j5b24 XQCa@wIKMKS51 @TmFNOINRQ1ZZmYyvGda5eiaHuHHBbxIHICLzuQCjwiwQubHx8do3Q5MeTF9...  1/25




11/15/22, 4:26 PM

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | . Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 25 Tahun 2022
Tanggal : 26 Oktober 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
Reda A Jumiah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
41.01.14.37 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 220.000.000 425.000.000 205.000.000 93 %
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya 220.000.000 425.000.000 205.000000| 93%
41.01.15 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) 4.466.633.896 4.504.215.953 37.582.057 1%
4.1.01.15.01 PBBP2 4.466.633.896 4.504.215.953 37.582.057 1%
4.1.01.15.01.0001 PBBP2 4.466.633.896 4.504.215.953 37.582.057 1%
41.01.16 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 9.250.000.000 3.000.000.000 (6.250.000.000) 68 %
4.1.01.16.01 BPHTB-Pemindahan Hak 9.250.000.000 3.000.000.000 (6.250.000.000)| 68 %
4.1.01.16,01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak 9.250.000.000 3.000.000.000 (6.250.000.000)| 68%
4.1.02 Retribusi Daerah 3.271.408.400 3.552.038.885 280.630.485 9%
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum 998.000.000 1.293.000.000 295.000.000, 30%
4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan Kesehatan 175.000.000 275.000.000 100.000.000| 57 %
4.1.02.01.01.0006 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 175.000.000 275.000.000 100.000.000| 57 %
4.1.02.01.02 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 100.000.000 110.000.000 10000000 10%
4.1,02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan 100.000.000 110.000.000 10000000 10%
4.1.02.01.05 Retribusi Pelayanan Pasar 8.000.000 8.000.000 0 0%
4.1.02.01.05.0003 Retribusi Kios 8.000.000 8.000.000 0 0%
4,1.02.01.06 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 320.000.000 320.000.000 0 0%
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 320.000.000 320.000.000 0 0%
4.1.02.01.09 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000 30.000.000 0 0%
4,1.02.01.09.0001 Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 30.000.000 30.000.000 o] 0%
41.0201.11 Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 50.000.000 50.000.000 0 0%
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya 50.000.000 50.000.000 0 0%
41.0201.13 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekaomunikasi 315.000.000 500.000.000 185.000.000| 59%
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 315.000.000 500.000.000 185.000000| 59%
4.1.02.02 Retribusi Jasa Usaha 2.046.808.400 1.980.808.400 (66.000.000) 3%
4.1.02.02,01 Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.160.808.400 1.119.808.400 (41.000.000) 4%
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan 360.808.400 359.808.400 (1.000.000) 0%
4.1.02.02.01.0007 Retribusi Pemakaian Alat 800.000.000 760.000.000 (40.000.000) 5%
4.1.02.02.05 Retribusi Tempat Khusus Parkir 32.500.000 32.500.000 0 0%
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir 32.500.000 32.500.000 0 0%
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Sistem Informasi Pemerintahan Daerah - Lampiran 1 APBD

Lampiran | . Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor @ 25Tahun 2022
Tanggal : 26 Oktober 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
— i Jumlah (Rp) Bertambah/(Berkurang)
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
4.1.02.02.07 Retribusi Rumah Potong Hewan 3.500.000 3.500.000 0 0%
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan 3.500.000 3.500.000 0 0%
4,1.02.02.11 Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 850.000.000 825.000.000 (25.000.000) 3%
4.1.02.02.11.0003 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih lkan 105.000.000 105.000.000 0 0%
4.1.02.02.11.0004 Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan lkan 745.000.000 720.000.000 {25.000.000) 3%
41.02,03 Retribusi Perizinan Tertentu 226.600.000 278,230.485 51.630485( 23%
4.1.02.03.01 Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 226.600.000 278.230.485 51.630485( 23%
4.1,02.03.01.0001 Retribusi Pemberian |zin Mendirikan Bangunan 226.600.000 278.230.485 51.630.485 23 %
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 3.524.570411 4.324.065.836 799.495425| 23 %
4.1.03.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD 3.524.570.411 4.324.065.836 799.495.425 23%
4.1.03.02.02 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 3.524.570411 4.324.065.836 799.495425| 23 %
4.1.03.02.02.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 3.524.570.411 4.324,065.836 799.495425| 23%
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 59.359.999.000 69.762.549.000 10.402.550.000( 18%
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan 199.950.000 1.592.500.000 1.392.550.000| 696 %
4.1.04.01.06 Hasil Penjualan Aset Lainnya 199.950.000 1.592.500.000 1.392.550.000| 696 %
4.1,04.01.06.0002 Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain 199.950.000 1.592.500.000 1.392,550.000| 696 %
4.1.04.03 Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan 100.000.000 100.000.000 0 0%
4.1.04.03.02 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 100.000.000 100.000.000 0 0%
4.1,04.03.02.0001 Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD 100.000.000 100.000.000 0 0%
4.1.04.05 Jasa Giro 1.220.000.000 1.220.000.000 0 0%
4,1.04.05.01 Jasa Giro pada Kas Daerah 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0%
4.1.04.05.01.0001 lasa Giro pada Kas Daerah 1.100.000.000 1.100.000.000 0 0%
4.1.04.05.02 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 120.000.000 120.000.000 0 0%
4.1.04.05.02.0001 Jasa Giro pada Kas di Bendahara 120.000.000 120.000.000 0 0%
4.1.04.08 Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah 400.000.000 2.900.000.000 2.500.000.000| 625 %
4.1.04.08.01 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 100.000.000 100.000.000 0 0%
4,1.,04,08.01.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara 100.000.000 100.000.000 0 0%
4.1.04.08.02 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 300.000.000 2.800.000.000 2.500.000.000| 833 %
4.1.04.08.02.0001 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 300.000.000 2.800.000.000 2.500.000.000| 833 %
4.1.04.09 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.200.000.000 1.740.000.000 540.000.000 45 %
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Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor  : 25 Tahun 2022
Tanggal : 26 Oktober 2022
KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
p— rstian Jumlah (Rp) Bertambah/(Berlurang)
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
4.1.04.09.01 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.200.000.000 1.740.000.000 540.000000| 45%
4.1.04.09.01.0001 Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain 1.200.000.000 1.740.000.000 540.000000( 45%
4.1.0411 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 160.000.000 160.000.000 0 0%
4.1.0411.01 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 160.000.000 160.000.000 0 0%
4,1.04,11.01.0001 Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 160.000.000 160.000.000 ] 0%
4.1.04.15 Pendapatan dari Pengembalian 200.000.000 370.000.000 170.000000| B85%
4.1.04.15.01 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 50.000.000 50.000.000 0 0%
4.1,04.15.01.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 50.000.000 50.000.000 0 0%
4.1.04.15.03 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100.000.000 100.000.000 0 0%
4.1.04.15.03.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 100.000.000 100.000.000 0 0%
4.1.04.15.04 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 50.000.000 220.000.000 170.000.000| 340 %
4.1.04.15.04.0001 Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa 50.000.000 220.000.000 170.000.000| 340 %
4.1.04.16 Pendapatan BLUD 48.726.063.000 54,526.063.000 5.800.000.000 12%
4.1.04.16.01 Pendapatan BLUD 48.726.063.000 54.526.063.000 5.800.000.000 12%
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD 48,726.063.000 54.526.063.000 5.800.000.000 12%
4.1.04.18 Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) 7.153.986.000 7.153.986.000 0 0%
4,1.04.18.01 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 7.153.986.000 7.153.986.000 0 0%
4,1.04,18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP 7.153.986.000 7.153.986.000 0 0%
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 781.892.600.356 797.437.653.184 15.545.052.828 2%
42.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 734.685.921.999 736.565.887.000 1.879.965.001 0%
4.2.01.01 Dana Perimbangan 680.402.244 999 682.282.210.000 1.879.965.001 0%
4.2.01.01.01 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) 20.451.510.999 22.305.076.000 1.853.565.001 9%
4.2.01.01.01.0001 DBH Pzjak Bumi dan Bangunan 11.878.173.000 12.685.563.000 807.390.000 7%
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21 4.924.531.999 5.091.252.000 166.720.001 3%
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) 0 38.233.000 38.233.000| 100 %
4.2.01.01,01.0007 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi 611.935.000 625.805.000 13.870.000 2%
4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty 861.850.000 1.649.363.000 787.513.000( 91%
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) 256.195.000 256.549.000 354.000 0%
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan 1.918.826.000 1.958.311.000 39.485.000 2%
4.2.01.01.02 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) 472.606.168.000 472.606.168.000 0 0%
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Lampiran | : Peraturan Bupati Dharmasraya
Nomor : 25 Tahun 2022
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KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022
il N Jumlah (Rp) Bertambah/(Berlurang)
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %
4.2.01.01.02.0001 DAU 472.606.168.000 472.606.168.000 0 0%
4.2.01.01.03 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 68.322.925.000 68.322.925.000 0 0%
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD 2.166.991.000 2.166.991.000 0 0%
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD 12.531.364.000 12.531.364.000 0 0%
4.2.01.01,03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP 4.434.439.000 4.434.439.000 0 0%
42.01.01.03.0014 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan 0 0 0 0%
4.2,01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 2.051.085.000 2.051.085.000 0 0%
4.2,01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB 1.355.020.000 1.355.020.000 0 0%
4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting 853.435.000 853.435.000 0 0%
42.01.01.03.0018 a:l:yl;?:;t-alzidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis 1.347.137.000 1.347.137.000 0 0%
4.2.01.01.03.0026 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB) 297.546.000 297.546.000 0 0%
4,2,01.01.03.0027 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya 1,047.095.000 1.047.095.000 0 0%
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan 26.055.541.000 26.055.541.000 0 0%
4.2.01.01.03.0037 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler 7.828.144.000 7.828.144.000 0 0%
4.2.01.01.03.0040 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler 2.750.000.000 2.750.000.000 0 0%
4.2.01.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan 4.073.991.000 4.073.991.000 0 0%
4.2.01.01.03.0055 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana 1.531,137.000 1.531.137.000 0 0%
4.2.01.01.04 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 119.021.641.000 119.048.041.000 26.400.000 0%
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler 34.412.000.000 34.412.000.000 0 0%
4.2.01.01.04.0003 DAK Non Fisik-BOS Kinerja 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0%
4.2,01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD 57.898.181.000 57.898.181.000 0 0%
4.2,01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD 738.000.000 738.000.000 0 0%
4.2.01.01.04.0006 DAK Non Fisik-TKG PNSD 2.278.756.000 2.278.756.000 0 0%
4.2,01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD 4.923.000.000 4.797.000.000 (126.000.000) 3%
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan 658.900.000 811.300.000 152.400.000( 23 %
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK 1.861.192.000 1.861.192.000 0 0%
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan 420.134.000 420.134.000 0 0%
4.2.01.01.04.0013 DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas 9.371.407.000 9.371.407.000 0 0%
4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan 263.077.000 263.077.000 0 0%
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB 3.092.678.000 3.092.678.000 0 0%
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KABUPATEN DHARMASRAYA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
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TAHUN ANGGARAN 2022
Kode — Jumiah (Rp) Bertambah/(Berlwrang)
Sebelum Perubahan | Setelah Perubahan (Rp) %

4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM 404.200.000 404.200.000 0 0%
4.2,01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 360.216.000 360.216.000 0 0%
4.2.01.01.04.0022 DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak 451.800.000 451.800.000 0 0%
4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian 888.100.000 888.100.000 0 0%
4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 6.527.889.000 6.527.889.000 0 0%
4.2,01.02.01 DID 6.527.889.000 6.527.889.000 0 0%
4.2,01.02.01.0001 DID 6.527.889.000 6.527.889.000 0 0%
4.2.01.05 Dana Desa 47,755.788.000 47.755.788.000 0 0%
4.2.01.05.01 Dana Desa 47.755.788.000 47.755.788.000 0 0%
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa 47.755.788.000 47.755.788.000 0 0%
4202 Pendapatan Transfer Antar Daerah 47.206.678.357 60.871.766.184 13.665.087.827| 29%
42020 Pendapatan Bagi Hasil 47.206.678.357 60.871.766.184 13.665.087.827| 29%
4.2.02.01.01 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 47.206.678.357 60.871.766.184 13.665.087.827| 29%
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor 10.459.482.252 13.670.602.307 3211120055 31%
4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 4.552.746.213 7.219.906.718 2.667.160.505 59 %
4.2.02,01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 20.204.707.766 26.809.987.872 6.605.280.106| 33 %
4.2,02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan 107.385.371 135.647.912 28262541 26%
4.2,02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok 11.882.356.755 13.035.621.375 1.153.264.620| 10%
43 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 500.000.000 100.000.000 (400.000.000)| 80 %
4301 Pendapatan Hibah 500.000.000 100.000.000 (400.000.000) 80 %
4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri 500.000.000 100.000.000 (400.000.000)| 80%
4.3.01.04.01 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 500.000.000 100.000.000 (400.000.000)| 80%
4.3.01.04.01.0001 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri 500.000.000 100.000.000 (400.000.000)| 80%

Jumlah Pendapatan 874.930.212.063 897.953.022.858 23.022.810.795 3%
5 BELANJA
5.1 BELANJA OPERASI 694.745.829.998 718.634.763.832 23.888.933.834 3%
5.1.01 Belanja Pegawai 391.403.172.839 391.672.095.350 268.922.511 0%
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 255.443.449.545 237.606.267.972 (17.837.181.573) 7%
5.1.01.01.01 Belanja Gaji Pokok ASN 185.137.993.581 175.143.927.900 (9.994.065.681) 5%
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